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ABSTRAK 
Kt/tthatan narkoiikii hftada pada tlngkatyang tmntbabayakan, karena di sampwg merusak fnik dan mentaljuga nten/ptngainhi kehidupan sosial 
masyarakat, Ijtrpoiensi Mtujadi mtngbambat ptmbangunan nasionitlyang hrasptk materiel-spiriimiyai^ pada ^liratiriya dtipat msi^an^ii stndi-stnS 
ktamanan aasional ddlam rangka peaibangiiHati sasional menujM masyarakai jang adil dan makmur stpertr yang dicila-ciiakan dan tujuan 
negara yang Urcantmi dalam pembukaan UUD 1945 alitiea keempat. Salah satu usaba ras/oiudycing dignnakan itnluk menanggubngi kejahatan narkoba 
Isaiah dengaii pendtkatan kthgakati hukum pid^asa. ?ermasaLiha}t yatig Madapiyaitu Bi^aim,ma.Pe«erapan Sanksi Hukum Terhadap Pfluku Tindak 
Pidana Karkoha berdasarkan Pervndang-lJndangan. di ladnntsia L'ndaitg-Vndar/g No.iS Tahun 20Q9 Tentang Narkotika mtuk sekarang dan 
ktdtpannya, telah men^amharkati U'ujud dari ide Ktiei/vbangafi/AionodualiftiA; MetoJe peaelitianyaiig dsgunakau adidabjuiidb mrmaiif, yaitu de'tgan 
ntngkaji atau mtngaaalisis data stkunderyang btrupa haban-bohan bukuw ukunder dtngan memabami hukum stbagai ptrangkat peraturan at3U 
torma-normia posilif di dalam sistt.m perundang-uadangan yang mengatur mengtnai kehidupan manuiia. }ad/ peneiiiiaH ini dipabami seb<^id ptmlittun 
ktpustakaan (library rtseanh), yaitu penelitiar. terhadap data sekunder. HasU Penelitian: ktbijakan jormulasi peraturan ptrundangan-undangan mmpHnyai 
Ttbtrapa kekmahan. 1}. Kthffakan dalam UndoHg-Undang Narkoba di Indonesia yang ada seiatva ini belum mengmpltmeniasikm gagasanfide 
Keseimbangan Monodualislik sebagai nilai-nilai dasar dalam neasyarttkai Indonisia. 2). Ptnerapan sanksi pidana dalam Undatig-Undang Narkoba yang 
'xriaku sampai ^aai ini maslb tersirat adanya suatu pandangati bahwa sanksi pidana hanya ixen^dtpankan perlitidungMi keptntin^n masyarakat yang 
wrvpakast rejkksi bahva pidana sebagai sarana untuk ntencegah kejabatan. Smentara pevUndungan terhadap indwidu (pelaka tindak pidana) kurang 
mendapat perhaiian. 3).kebijakar. sanksi pidana ialax VIJ Narkoiikayang akan daiang selaras dtngan keientuan umumyang terdapat dalam Konstp 
KUHP Nasanai Kesimpulan dan saran : 1) Kebgakan sanksi pidana di masa depati barvs dite^kan baba^a pe^folabguna narkotika drri seaSi dapat 
^todang sebagoi peiaku hvnuiaiya^panias d^atubiJndaaa sekal^ kofban (victi)n)yang bans lamA^peitidur^m, 2). Penyalah^naan narkaiika sehanisnya: 
•idak berada dalam satu lembi^ pefxasyarakaian detain pelaku kriminal lairmya, ij.Dalam penerapan sanksi hukum tindak pidana Narkotika penulis mcneaba 
iKTota-ikasi atau mtmberi masuk^n kbususnya dalam Ktrancuan tttyadi di dalam Pasal 1 angka 13 dan 15, dalam undang-undang inipecandu narkotika 
itftat wKnjadi petryaiab guna dan pet^una narkotika den^n bcrbagai faktor bcfpotensi sangat btsar menjadi penyalah guna jttga. 4). Untuk ntelindungi 
iepentingan negara dan masyarakat dari babaja Narkotika, Pidana Mati masth relevan Hi terapkan untuk kejahatasi Narkotika. 
'iota kiaa: Ktbijakan Sanksi Pidana, K^abaian Narkotika 
A. P E N D A H U L U A N 
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal 
dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis 
maupun scmisintctis,yang dapat mcnyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 
rasa, mengurangi sampai raenghilangkan rasa nyeri, 
dan dapat mcnimbulkan ketergantungan 
Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun 
berkembang, dimana perkembangan itu selalu 
diikuti prosts pcnyesuaian diri yang kadang-kadaiig 
proses tersebut tcrjadi secara tidak scimbang. 
Dengan kata lain, pelan^^tan terhadap norma-
norma tersebut semakin sering terjadi dan kcjahatan 
semakin bertambah, baik jenis maupun bcntuk 
polanya semakin komplcks. Perkembangan 
masyarakat itu disebabkan karena ilmu pcngetahuan 
dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. 
Masyarakat berusaha mcngadakan pembaharuan-
pembaharuan di segala bidang. Namun kcmajuan 
teknologi tidak selalu becdampak posirif, bahkan 
ada kalanya berdampak ncgatif. Maksudnya adalah 
dcngan kemajuan ttknoiogi juga ada pcningkatan 
tnasalah kcjahatan dengan mcnggunakan modus 
operandi yang canggjh. Hal tersebut mempakan 
tantangan bagi aparat penegak hukum untuk 
mampu menciptakan penan^ulangannya, 
khususnya dalam kasus narkotika dan obat-obatan 
tcriarang. 
Salah sam yang menjadi pemicu terhadap perubahan 
hukum pidana adalah kemajuan teknologi dan 
infonnasi' Akhir-akhir ini kcjahatan narkotika dan 
obat-obatan terlarang telah bcrsifat transnasional 
yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi 
dan tekiiologi yang canggih, aparat penegak hukum 
di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi 
kcjahatan tersebut guna meningkatkan 
moralitas dan kuaUtas sumber daya manusia dt 
Indonesia khususnya bagi gcnerasi penerus 
bangsa. 
Di antara aparat penegak hukum yang juga 
mcmpunyai pcran penung terhadap adanya kasus 
tindak pidana narkotika ialah "Penyidik", dalam hal 
ini penjndik POLRI dan penyidik BNN (Badan 
Narkotika Nasional), dimana pcn)-idik diharapkan 
mampu membantu proses pcnyelcsaian terhadap 
' Yesmil Anwai' dan Adang, Pemhahaman Hukum 
Pidana, Jakaila: GrasJndo, 2008, him. 1. 
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kasus pelanggaran dndak pidana narkotika. 
Penyalahgunaan narkodka dapat mengakibatkan 
sindroma kctcrgantungan apabila penggunaannya 
ddak dibawah pengawasan dan pctunjuk tcnaga 
kesehatan yang mempunyai keahlian dan 
keu'cnangan untuk ita Hal ini tidak saja merugikan 
bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, 
ckonomi dan keamanan nasional, s c h i n ^ hal ini 
mempakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan 
ncgara. 
Kasus penyalahgunaan narkotika mcningkat dcngan 
cepat di Indonesia, raeskipun pcmerintah dan 
masyarakat telah melakukan b e r b : ^ upaya, 
penyalahgunaan narkotika tcrUhat bcgitu sulit 
diberantas. 
Angka kcmatian yang disebabkan oleh narkotika 
pun semakin menin^tat. Data Badan Narkotika 
Nasional (BNN) mcnunjukkan sctiap harinya di 
Jakarta 2-3 orang mcnin^al pcrhari karena 
penyalahgunaan narkotika. Baliaya penyakit 
mcnular Hepatitis B/C dan HIV/AIDS juga 
mcningkac 80% pengguna narkotika dcngan jarum 
suntik dipastikan mcnderita pcnyaltit Hepatitis B/C 
dan 40-50% tertular HIV/AIDS. Pcnyebabnya 
adalah jarum suntik yang tidak stcril dan digunakan 
secara bergantian. 
Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah 
sampai pada titik yang menghawatirkan. 
Beidasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika 
Nasional, Pada 2014 terdapat 36 kasus dengan 
jumlah tcrsangka scbanyak 58 orang. Pada 2015 
mcningkat menjadi 45 kasus dengan teisangka 72 
orang. Bahkan, pada 2009 di Jepara ditemukan 
pabrik sabu yang menjadi target Polda Metro Jaya 
karena kapasitas produksi yang cukup besar.^  
Pada level nasional mengacu data dari B N N (Badan 
Pcnanggulangan Narkotika), pengguna narkotika di 
Indonesia sudah mencapai sekitar 4 juta jiwa atau 
sekitar 2 persen dari total pcnduduk Indonesia. 
Pemakai narkotika 70 pcrsennya adalah kalangan 
pdajar dan mahasiswa, ada 22 ribu kasas narkotika 
mclibadcan pelajar SMA, 6 ribu kasus pclajar SMP 
dan 3 kasus pelajar SD. Angka tersebut sun^uh 
mengcjutkan karena bisa berdampak buruk pada 
gcnerasi menjadi lost generation akibat pemakailn 
narkotika.' 
Jumlah korban mcnin^al akibat narkotika semakin 
hari semakin mcngkhawatirkan. Berdasarkan data 
Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah korban 
m c n i n ^ l akibat barang haram ini pada tahun 2014 
mencapai 20 ribu jiwa. Ironisnya jumlah korban 
terbesar berasal dari kalangan temaja. 
Dari gambaran di atas penyalahgunaan dan tindak 
pidana narkotika telah berada pada tingkat yang 
mcmbahavakan, karena di samping mcrusak' fisik 
dan mental juga mcmpcngaruhi kehidupan sosial 
masyarakat yang pada gilirannya dapat menggan^u 
sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka 
pcmbangunan nasional menuju masyarakat yang 
adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam 
tujuan ncgara yang tercantum pada Pcmbukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 alinca kccmpat. 
Unmk menanggalangj masalah tindak pidana 
narkotika diperlukan adanya suatu kebijakan 
hukum pidana ipeml policy). Kebijakan tersebut 
harus dikonscntrasikan pada dua hal, pertama 
mcngarah pada kebijakan apUkatif yaitu kebijakan 
tentang bagaimana mcncrapkan peraturan 
perundang- undangan hukum pidana yang beriaku 
pada saat ini dalam rangka menangani masalah 
narkotika dan kcdua adalah kebijakan formuladf 
atau kebijakan yang mcngarah pada pcmbaharuan 
hukum pidana (penai law reform) yaitu kebijakan 
tcntang bagaimana mcrumuskan pcraturm 
pcnindang-undangan hukum pidana y*ng^  
berkaitan pula dengan konsep KUHP 
khususnya dalam rangka menanggulangi 
pidana narkotika pada masa mendatang. 
Berkaitan dcngan pro dan kontra yang ada <ff 
masyarakat mcngenai kebcradaan dan pclaksanaan 
bukuman mad serta dalam rangka menanggulangi 
tindak pidana narkotika dl masa mendatang maka 
RUU KUHP baru mengandung pcmikiran rrfommsi 
tcntang pidana mad yang mcnetapkan bahwa : 
1. Pidana khusus/ckscpsional dan tidak dapat 
dijatuhkan terhadap anak; 
2. Pidana mad mempakan pidana altematif yang 
digunakan sangat sclcktif dan sebagai upaya 
tcrakhir; 
3. Upaya tcrakhir dijatuhkan/dilaksanakannya 
pidana mati mclalui bcrbagai tahapan.* 
B. M E T O D E P E N E U T I A N 
Peimasalahan utama dalam penelitian ini adalah 
masalah penerapan sanksi pidana ter 
pelaku tindak pidana narkotika dalam r a n ^ 
penegakan dan pcmbaharuan hukum pida 
Indonesia. Oleh karena itu pcndekatan 
digunakan terhadap masalah ini tidak dapat 
dari pcndekatan yang bcrorientasi pada kcbi! 
Pcndekatan kebijakan mcncakup pcngcrtiafl 
pendckatan yang bcrorientasi pada tu)uafl, 
pcndekatan yang rasional, pendckatan ekonomtf 
' Hendro, seminar penyuluhan pcnanggulangan bahaya 
narkoba bagi pclajar SMA/SMK sc-Jepara di Pendopo 
Kabupaten 
Buku penelitian dari Dcpartemcn Kesehatan RI 2007 
*Barda Nawawi Aricf, Pcmbaharuan Hukum Pid^''" 
dalam Perspektif Kajian Perhandingan, (Bandung 
PT. Citra Aditya Bakti. 2005), Hal. 293 
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dan pragmatis scrta pcndekatan yang 
bcrorientasi pada nilai^. Penelitian ini difokuskan 
pada penelitian terhadap substansi hukum yang 
berkaitan dengan pidana mati terhadap tindak 
pidana narkotika, baik hokum positif yang bcrlaku 
sekarang {ins (omtitutum) maupun hukum yang 
dicita-citakan [ius consHtuendu^. Penelitian ini 
mcnggunakan pendckatan yuridis notmatif, yaitu 
dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder 
yang berupa bahan- bahan hukum sekunder 
dcngan mcmahami hukum sebagai perangkat 
peraturan atau norma-norma positif di dalam 
sistem perundang-undangan yang mengatur 
mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini 
dipahami sebagai pcnclitian kcpustakaan, yaitu 
penelitian terhadap data sekunder.* 
C. H A S I L P E N E L I T I A N D A N 
P E M B A H A S A N 
1. Kebijakan H u k u m Terhadap Pelaku 
Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan 
U n d a n g - U n d a n g N o . 35 T a h u n 2009 
T e n t a n g Narkotika 
Indonesia terlihat agak terlambat dalam 
mcmbcntuk perangkat h ukum untuk 
menanggulangi kcjahatan narkotika. Hal ini 
tampak dari ratitikasi Konvensi Perscrikatan 
Bangsa Bangsa tcntang Pemberantasan Pctcdaran 
Gciap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 
{Conveniion Against Illicii Traffic in Narcotic Drugs 
and Psychotropic Subiances 1988) yang baru 
dilaksanakan dengan mengeluarkan Undang-
undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengcsahan 
Konvensi Perscrikatan Bangsa Bangsa Tentang 
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan 
Psikotropika dan dengan dan ratitikasi Konvensi 
Psikotropika Tahun 1971 {Comition on Psychotropic 
Subtances /5'7/j,kemudian dilaksanakan dcngan 
Undang-undang No. 8 Tahun 1996 Tcntang 
Pengcsahan Konvensi Psikotropika dan tahun 
1997 Pemerincah mengeluarkan Undang-undang 
No. 5 tahun 1997 tcntang Psikotropika dan 
Undang-undang No.22 tahun 1997 tcntang 
Narkodka sebagai pengganti Undang-undang 
yang lama yaitu Undang-undang No. 9 Tahun 
1976 Tentang narkotika. Vang kemudian 
^ Barda Nawawt Arief, Kebijakan l^gislatif dalam 
Penanggiilangan Tindak pidana dengan Pidana 
Penjara, Semarang, Badan Peiierbit UNDIP, 1996), hal 
6 i . 
^ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian 
Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, 
(Jakarta: Rajawali, 1985), hal. 15. dan Zainuddin 
All, Metode Penelitian Hukum,. (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2009) 
diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika, 
Pcmbentukan peraturan atau perangkat 
hukmn di Indonesia dinilai terlambat karena 
dilakukan setelah banyak kejadian 
penyalahgunaan narkotika mcningkat dan 
mcngalami hambatan dalam mcnanggulanginya. 
Undang-undang Nomor 35 Taliun 2009 
Tentang Narkotika pada pokoknya mengatur 
narkotika hanya digimakan untuk kcpcntingan 
pclayanan kesehatan dan ilmu pcngetahuan. Jika 
dilihat dari segi icaidahnya tergolong sudah cukup 
bagus dan scbagian besar aturannya yang tertuang 
dalam Undang-undang tcrscbut. Mulai dari 
bentuk, peredaran dan penggunaan barang itu 
sangat dipcrkctat. Tidak ada alasan lain kccuali 
narkotika hanya untuk kcpcntingan pengobatan 
dan ilmu pcngetahuan. Penggunaan dan 
peredaran di luar kcpcntingan tersebut merupakan 
tindak pidana. 
Kcjahatan yang berkaitan dengan 
narkotika dipandang sangat membahayakan bangsa 
dan negara, kepada pelakunya diancam dengan 
hukuman yang sangat berat berupa pidana penjara 
dan pidana denda. Orang asmg yang melakukan 
kcjahatan narkotika, selain mendapat hukuman 
pidana pokok, juga mendapat hukuman pidana 
tambahan berupa pengusiran kcluar wdlayah 
Negara Kesatuan RepubUk Indonesia. Sebaliknya 
otang Indonesia yang melakukan kejabatan di luar 
negeri, ketika kembaH ke Indonesia tidak akan lolos 
dari ketentuan Undang-Undang Narkotika. 
a. Jenis Sanksi Yang Diterapkan Terhadap 
Pelaku Kcjahatan Narkotika 
Dalam persidangan perkara narkotika, hakim 
dapat mcnjatuhkan vonis sesuai dcngan berat 
ringannya kcsalahan sebagatmana yang telah 
ditetapkan di dalam Undang-undang No. 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika. Meskipun 
tindak pidana di bidang narkotika merupakan 
jenis tindak pidana khusus namun asas praduga 
tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi 
mengingat terdakwa juga manusia yang memiliki 
hak asasi. 
Tidak dapat dipungkiri memang bahwa 
kcjahatan narkotika mcnimbulkan dampak yang 
sangat membahayakan baik terhadap masyarakat 
maupun terhadap masa dcpan bangsa dan ncgara. 
Sckali seseorang terjcrumus pada 
penyalahgunaan narkot ika maka akan 
membutuhkan waktu lama untuk membuamya 
kembali pulih seperti raanusia normal pada 
umumnya. 
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Undang- undang No.35 Tahun 2009 
tcntang Narkotika yang diundangkan pada tanggai 
12 Oktober 2009 dalam lembaran negara RI 
tahun 2009 nomor 143 dan tambahan Icmbaran 
negara RI nomor 5062 beriaku scjak undang-
undang tersebut diundangkan. Scbelum lahtrnya 
undang-andang No.35 Tahun 2009 negara kita 
memberlakukan Undang-undang No. 22 tahun 
1997 tentang Narkotika (lembaran negarr. RI 
tahuo 1997 nomor 67, tambahan Icmbaran negara 
RI nomor 3698), namun undang-undang tcrscbut 
tidak dapat dipcrtahankan lagi keberadaannya, 
karena adanya perkembangan kualitas kejabatan 
narkotika yang sudah menjadi ancaman yang sangat 
serius bagi kehidupan manusia. 
Ancaman pidana dalam Undang-undang 
Narkorika ini beragam sesuai dengan derajat tindak 
pidana yang dilakukan. Bcntuk-bcnmk 
pemidanaannya masih mengacu pada KUHP. 
Tidak bcrbeda dcngan apa yang diutaikim dalam 
Undang-undang Narkotika dalam bagian ini juga 
akan dikutipkan secara langsung pasal-pasai yang 
mengancam pelaku dndak pidana Narkotika, yaitu 
pasal 111 s/d Pasal 126 U U No. 35 Tahun 2009 
Tentang Narkodka. 
Bcrbicara tentang sanksi pidana memang 
tidak dapat dipisahkan dcngan tujuan pcmidanaan 
sebagai pembalasan yang d i j a tuh l^ negara sebagai 
rcaksi keras terhadap perbuatan yang dilarang atau 
yang diperintahkan oleh undang-undang pidana, 
yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa 
orang dan telah mcnimbulkan kcrugian kcpada 
pihak lain. 
Mcnurut M u l a d r seperangkat tujuan 
pemidanaan dalam teori pcmidanaan yang 
integrative (Kcmanusiaan dalam Sistem Pancasiia) 
yang harus dipenuhi mcliputi: 
(1) Pencegahan (umum dan khusus); 
(2) Pcrlindungan masyarakat; 
(3) Memelihara solidaritas masyarakat; 
(4) Pengimbalan / pengimbangan. 
Harus dipenuhinya seperangkat tujuan 
pemidanaan tcrscbut, dengan catatan, bahwa 
tujuan manakah yang merupakan titik berat sifamya 
kasuistis- Bertolak dan teori yang dikemukakan 
Muladi tersebut dapatiah kiranya dikemukakan, 
bahwa pcnonjolan salah satu mjuan pemidanaan 
tctap dtmungkinkan, tetapi tidak bcrarti 
mengabaikan atau menghilangkan tujuan yang lain. 
' Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni 
Bandung, 1985, haL53 
Menurut PenuUs yang menjadi salah-
sam keiemahan di Indonesia, yaknt Undang-undang 
(UU) Narkotika yang masih banyak bolong-
bolongnya. flal ini mcnyebabkan jaringan narktjtika 
di Indonesia semakin berkembang. Dan yang lebih 
buruk adalah, para pengguna sulit untuk pulih dari 
kecanduannya, schin^a mereka semakin tcrperosok 
dalam lubang hitam dunia narkoba. Undang-undang 
No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang 
seharusnya meraberikan peran lebili di bidang 
pendckatan kesehatan dan sosial bagi pengguna 
narkotika dan menjadikan pemidanaan sebagai saran 
tcrakhir bagi pengguna narkotika, justru pada 
kcnyataannya hal tersebut menjadi 
kebalikannya. "Selama ini pcn^;una narkoba selalu 
dilihat sebagai pelaku kejabatan bukan sebagai 
korban. Pcndekatan UU narkotika pun lebih kcpada 
pcmidanaan, dcngan unsur-unsur yang tidak jelas 
membedakan antara pengguna, distributor, bandar 
dan produsen narkotika. Padahal, seharusnya UU 
lebih mengedepankan aspek kesehatan dan sosial 
dari penindakannya 
Bcrbagai rangkaJan tindakan unmk 
menyeJaligunakan narkotika tersebut dapat 
dikenakan riga pasal sekaiigus yakni Pasal 127 
dcngan ancaman hukuman maksimum 4 tahun, 
Pasal 112 dengan ancaman hukuman minimum 4 
tahun dan maksimum 12 tahun, dan Pasal 114 
dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan 
maksimal 20 tahun. 
"Tingginya ancaman hukuman bagi penj^na 
narkotika dengan kuranj^ya pengaturan akses 
pcndekatan kesehatan dan sosial melalui rehabilltasi 
bagi pengguna, mengakibatkan ban\ pcnggguna 
narkotika yang harus dihukiun tanpa diberikan akses 
kesehatan dan rehabilitasi. hal ini pula, mendorong 
timbulnya praktck tawar-raenawar hukuman, yang 
dilakukan di instansi-instansi terkait seperti 
kepolisian, kejaksaan, dan sipir penjara. Tak jarang, 
para pelaku justru bisa terbcbas. 
Reformasi hukum pidana dalam undang-
undang narkoba di Indonesia tampak sekali 
berproses dalam suatu dinamika perkembangan 
sosial dan teknologi yang berpengaruh terhadap 
perkembangan kriminalitas di Indonesia, yar^ 
menuntut tindakan dan kebijaksanaan antislpatit 
Refomiasi hukum pidana tcrscbut, khususnya 
ketentuan yang mengatur mengenai rehabilitasi 
terhadap pengguna narkotika, merupakan bentuk 
langkah pcmbaharuan hukum pidana nasional yang 
mcnunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang 
merupakan kebijakan yang bermjuan agar pengguna 
narkotika tidak lagi mcnyaJahgunakan narkotika 
tersebut. 
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Dengan diundangl;annya UU No 35 Tahun 
2009 tcntang Narkotika scbcnamya juga tidak 
mcnjawab persoalan dari Pccandu N arkotika. 
Dalam UU 35/2009 Pccandu Narkorika orang yang 
mcnggunakan atau mcnyaJahgunakan Narkorika dan 
dalam keadaan kctcrgantungan pada Narkorika, baik 
sccara fisik maupun psikis. Namun susahnya buat 
para pccandu atau Penj'alah Guna Narkotika jxaga 
tcmyata ditempackan jjada posisi vang sulit. Sebagai 
bagian dari Vicrimlcss Crime, seharusnya para 
pccandu atau penyalahguna tidak ditempatkan 
sebagai suatu kcjahatan, kecuali apabila kelompok 
tersebut tcrbukri menjadi pengedar bagian dari 
jaring peredaran Narkotika. 
Sudah waktunya ada perubahan mendasar 
dalam paradigma mayarakat dalam memandang 
pemakai atau pecandu narkoba mcreka harus 
dipandang scb^ai orang yang sedang saldt dan 
pcrlu mendapatkan perawatan/rchabihtasi bukan 
dipcnjara. Undang-undang yang baru yaim UU 
No.35 Tahun 2009 diharapkan dapat memberikan 
pcrlindungan bagi pecandu narkorila dalam 
pcmulihan dan perbaikan menuju yang lebih baik 
dcngan memastikan berjalannnya instimsi Badan 
Narkorika Nasional yang arif menjunjung tinggi 
Ham,dan kepada penyidik Poiri agar d^at banyak 
bclajar untuk yang lebih baik dan bcrparadigma baru 
bahwa pccandu narkorika bukanlah penjahat kelas 
berat. Bahwa dengan memenjarakan pecandu 
NARKOTIKA tidaklah dapat dipandang sebagai 
pcnyelcsaian bagi mcreka karena dipenjara mereka 
akan terpoluresasi dengan lingkungan yang 
membawa mcreka menjadi tidak baik. 
Dengan dcmikian, mclihat dcfinisi dan sanksi bagi 
pengguna narkotika tanpa hak atau mclawan 
hukum, ada baiknya ditujukan kcpada pengedar atau 
produsen, walaupun dalam bcrbagai kasus ada juga 
pengedar dan produsen yang mcngcdarkan 
narkotika. 
Menurut dari B N N . . . , data yang penulis kurip 
kembali dari B N N , bcrdasarkan data survey tahun 
2010, kcmatian pccandu narkotika mencapai 15.000 
jiwa/tahun dan scbagian besar berusia rcmaja. Hal 
tersebut men^ambarkan bahwa pelajar merupakan 
aset..., target sasaran dari..., b ^ peredaran dan 
penyalahgunaan narkotika. Hal ini bukan hanya 
J tcrjadi di Indonesia, tapi di banyak tempat, di 
banyak negara, baik yang sedang berkembang 
. ataupun yang maju. Mclihat hal tcrscbut, banyak 
negara yang mcngubah paradigma pcnanggulangan 
• narkotika mcreka dan sifamya pcmidanaan yang 
I ciumi dan hanya scmata-mata ditujukan untuk 
K^ciakukan pcmidanaan, menjadi paradigma 
•psehatan yang ditujukan kcpada orang yang 
^fttcrgantungan akan zat tcrscbut. Rckomcndasi 
yang dikcluarkan oleh komunitas Intemasional 
mcmbuat penyalah guna dan pccandu lebih 
diprioritaskan untuk dirchabilita.si dan bukannya 
dipidana karena beberapa hal:satu, Persoalan 
kctcrgantungan narkotika yang telah ditcliti ahli 
kesehatan dikatcgorikan sebagai brain disexses atau 
kerusakan terhadap sel-scl otak yang bckcrja di 
dalam tubuh raanusia, dimana tubuh yang dikontrol 
oleh otak yang telah terganggu karena pen^;unaan 
zat-zat dalam narkotika mengakibatkan tubuh 
mcnginginkan 2at tcrscbut unmk dikonsumsi sccara 
terus-mencrus. 
1, Kedudukan Hukum Pengguna Narkorika 
a. Perbedaan Antara Pengguna, Pecandu, 
Penyalahguna Dan Korban Narkotika 
Pada U U Narkorika, sulit untuk untuk 
mcnemukan apa yang dimaksud dengan 
"pengguna narkotika" sebagai subyek (orang)^ 
yang banyak ditemukan adalah penggunaan 
(kata kcrja). Menurut kamus bahasa Indonesia 
istilah 'Tengguna" adalah orang yang 
mcnggunakan, bUa dikaitkan dcngan 
pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam 
Pasal 1 angka 1 UU Narkotika maka dapat 
dikaitkan bahwa Pengguna Narkotika adalah 
orang yang mcnggunakan zat atau obat yang 
berasal dari tanaman, baik sinjumal maupun 
semi sinjumal yang dapat mcnycbabka 
penurunan atau perubahan kesadaran, 
hilangnya rasa, mengurangi sampaj 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulka kctcrgantungan, yang dibedakan 
dalam golongan-golongan sebagaimana 
terlampir dalam UU Narkotika. Pen^;unaan 
istiiah "pengguna narkotika digunakan untuk 
mcmudahkan dalam pcnyebutan bagi orang 
yang mcnggunakan narkotika dan untuk 
membedakan dcngan pcnanam, produsen, 
penyalur, kurir dan pengedar narkotika2. 
Walaupun penanam, produsen, penyalur, kurir 
dan pengedar narkotika kadang juga 
mcnggunakan narkotika. 
Unmk status pengguna narkotika dapat 
dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu pengguna 
untuk diberikan kepada orang Iain (Pasal 84) 
dan pengguna narkotika untuk diiinya sendiri 
(PasaJ 85). Yang dimaksud dengan penggunaan 
narkotika untuk dJrinya adalah penggunaan 
narkorika yang dilakukan olch seseorang canpa 
melalui pengawasan doktet. Jika orang yang 
bcrsangkutan racndcrita kemudian mcnderita 
kctcrgantungan maka ia harus menjalani 
rehabilitasi, baik sccara medis maupun sccara 
sosial, dan pengobatan scrta masa 
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rehabilitasinya akan diperhiuingkan sebagai 
masa menjalani pidana. 
Sedangkan, pelaku tindak pidana 
narkotika yang berstaUis sebagai bukan 
pengguna diklasifikasi lagi menjadi 4 (cmpat), 
yaim : pemilik (Pasal 78 dan 79), pengolah 
(Pasal 80), pembawa dan/atau pcngantar (Pasal 
81), dan pengedar (Pasal 82). Yang dimaksud 
sebagai pemilik adalah orang yang menanam, 
memelihara, mcmpunyai dalam perscdiaan, 
memiliki, menpimpan, atau mcngiusai dcngan 
tanpa hak dan mclawan hukum. Yang 
dimaksud sebagai pengolah adalah orang 
mcmproduksi, mengolah mcngtkstrasi, 
mcngkonversi, merakit, atau menyediakan 
narkotika dcngan tanpa hak dan mclawan 
hukum sccara individual atau melakukan secara 
terorganisasi. Yang di kualifikasi sebagai 
pembawa/pcngantar (kurir) adalali orang )'ang 
mcmbawa, mengirim, mcngangkut, atau 
mcntransito narkotika dcngan tanpa hak dan 
melawan hukum secara individual atau secara 
tcroganisasl Sedangkan, yang dimiiksud 
pengedar adalah orang mengimpor, 
pengekspor, mcnawarkan unmk dijual, 
menyalurkan, menjadi pcmbcU, menyerahkan, 
mcnerima, menjadi pcrantara dalam jual bcli. 
Atau menukar narkotika dcngan tanpa hak dan 
mclawan hukum secxara individual maupun 
secara terorganisasi. 
Subyek hukum yang dapat dipidana kasus 
penyalahgunaan narkotika adalah orang 
pcrorangan (individu) dan korporasi (badan 
hukum). Sedangkan, jenis pidana yang dapat 
dijatuhkan kcpada pdaku detik 
penyalahgunaan narkotika adalah pidana 
penjara, pidana seumur hidup, sampai pidana 
mati, yang sccara kumularif ditambah dcngan 
pidana dcnda. Tindak pidana narkotika dalam 
sistem hukum Indonesia dikualifikasi sebagai 
kcjahatan. Hal ini karena tindak pidana 
narkotika dipandang sebagai bentuk kcjahatan 
yang mcnimbulkan akibat serius bagi masa 
dcpan bangsa ini, mcrusak kehidupan dan 
masa dcpan tcnitama gcnerasi muda scru pada -
gilirannya kemudian dapat mengancam 
eksistenti bangsa dan negara ini. 
Pembuktiaan penyalahguna narkotika 
merupakan korban narkotika sebagaimana 
diatur dalam UU narkotika, merupakan suam 
hal yang sulit, karena harus mclihat awal 
pengguna narkotika mcnggunakan narkotika 
dan dipalukan pembuktiaan bahwa 
penggunaan narkotika ketika mcnggunakan 
narkotika dalam kondisi dlbujuk, diperdaya, 
ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk 
mcnggunakan narkotika. Dalam 
implemcntasinya Mahkamah Agung RI 
mengeluarkan Surat Edaran No 04 Tahun 
2010 tcntang Pcnempatan Penyalahgunaan, 
Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu 
Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi 
Medis dan Sosial yang menjadi pcgangan 
Hakim Pcngadilan Ncgcri dan Pengadilan 
Tinggi dalam mcmutus narkotika. 
b. Hak Pengguna Narkotika dalam 
Undang-Undang Narkotika 
Pengguna Narkorika adalah warga ncgara 
dimana haknya harus dihormati, dilindungi dan 
dipenuhi oleh ncgara, baik ketika dalam proses 
hukum maupun dalam hal kesehatan dan 
sosial. Sclain hak asasi manusia yang melckat 
pada diri scriap manusia, baik dalam tataran 
hak atas kesehatan maupun hak kerika 
berhadap dcngan proses hukum, sccara khusus 
U U Narkorika memberikan hak kcpada 
pengguna sebagai berikut: 
1. Rehabilitasi bagi Pen^;una Narkotika 
Sebagaimana disebutkan dalam Tujuan UU 
Narkotika diatas dimana, adanya janunan 
pengaturan upaya rehabilitasi bag) 
pcn^tma narkotika, dimana hal tcrscbut 
kembali ditcgaskan dalam Pasa! 54 UU 
Narkotika yang menegaskan Pecandu 
Narkorika dan Korban penyalahgunaan 
narkotika wajib menjalani rehabilitasi 
medis dan rehabilitasi sosialDimana 
mcnteri menjamin ketcrsediaan Narkotika 
untuk kcpcntingan pclayanan kesehatan 
dan/atau untuk pcngcmbangan ilmu 
pcngctahuaao dan teknologi." 
Pengguna narkotika dapat mcmilih tempat 
rehabilitasi yang telah memenuhi kualifikasi 
dan apabila penggima narkotika dalam 
pengawasan negara, Ncgara memberikan 
hak tchabihtasi secara Cuma-Cuma kepada 
pengguna narkotika^ dimana pcmbiayaanya 
dapat diambil dari harta kekayaan dan asset 
yang disi^ a olch Ncgara.'" 
2. Hak Untuk Tidak Dituntut Pidana 
UU Narkorika, memberikan diskresi kepada 
beberapa hal agar pengguna narkotika tidak 
dipidana, diskresi tersebut dapat dilihat 
dalam Pasal 128 UU Narkorika 
memberikan jaminan tidak dituntut pidana^ 
dcngan criteria sebagai berikut: 
^ Pasal 9 ayat (1) UU Narkotika 
' Penjelasan Pasal 103 ayat I huruf b 
Penjelasan Pasal 101 ayat (3) UU narkotiJ 
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- Pccandu narkotika yang bdum cukup 
umur dan telah dilaporkan oleh orang 
tua atau walinya sebagiimana dimaksud 
dalam Pasal 55 ayat (1) 
- Pccandu narkotika yang telah cukup 
umur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani 
rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa 
perawatan doktcr dirumah sakit 
dan/atau lembaga rehabilitasi medis 
yang ditunjuk oleh pemerintah 
1. Kebijakan Hukum Untuk Tindak Pidana 
Narkotika 
Ancaman terberat yang dijatuhkan kepada 
pelaku tindak pidana narkotika adalah dijatuhinya 
pelaku dengan pidana mad. Tcrlcpas dari 
bcrbagai kontroversi mengenai pidana mati 
tcrscbut maka harusiah diUhat terlebih dahulu 
mengenai rclcvansinya dcngan nilai dan norma 
yang hidup di alam Pancasiia ini, dimana sebagai 
scbuah GroHtidmm, Pancasiia harusiah menjiwai 
dan menjadi dasar seluruh tertib hukum yang ada 
di Indonesia. Ini bcrarti masalah hukum di Indonesia 
harus disclcsaikan bcrdasarkan Pancasiia. Salah satu 
masalah tcrscbut adalah mengenai ancaman dan 
pclaksanaan pidana mad. 
Untuk dapat mengetahui apakah Pidana Mati 
bcrtentangan atau tidak dcngan Pancasiia maka 
harusiah pidana mati dihubungkan dengan 
seluruh sila yang ada pada Pancasiia. Jika sila-sUa 
tersebut dibahas secara parsial maka akan rimbul 
perbedaan pendapat tentang pidana mati 
bcrtentangan atau sejalan dcngan Pancasiia. Sebagai 
suatu kesatuan, Pancasiia mengandung nilai 
kcseimbangan antara sila yang satu dan sila 
iainnya. 
Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia ( D U H A M ) dan kovenan 
Intcrnasional Hak-Hak sipil dan Politik (Intern 
ashnai Covenant on Cml and Poltical Rights/ ICCPR) 
merupakan dua ins t rumen hak asasi manusia 
yang sccara eksplisit menolak 
dilaksanaknnya praktck hukuman mati ini . Pasal 3 
D U H A M mcnyatakan bahwa "Setiap orang 
bcrhak atas kehidupan kebcbasan dan 
kcsclamatan sebagai individu". Ketentuan ini 
dipertegas lagi dalam pasal 6 aj^t 1 Kovenan 
Intemasional Hak Sipil dan Poltik yang mcnyatakan ; 
"epeiy human bein^ has the right to 
life. This Right shall be protected 
the law. No one shall be arbitrarily 
deprived has to life " 
Dalam sistem pcmidanaan di Indonesia 
pidana mati merupakan hukuman yang paling berat 
dari sekian banyak hukuman j^ng dijatuhkan 
kepada pelaku tindak pidana, karena hukuman ini 
menyangkut jiwa manusia. 
Dalam penegakan hukum pcran Kakim, 
Polisi, Jaksa, dan Pcngacara sangat dibutuhkan 
dalam menemukan kebenaran materiil hukum 
supaya sesuai dcngan " irah-irah keadilan 
berdasarkan ketuhanan yang malia esa" dapat 
icrpenuhi, yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia. 
Sctiap si pelanggar hukum pidana mempunyai hak 
dasar sebagai manusia. Oleh karenanya pemerintah 
dcngan kebijakannya pcrlu memperhatikan dan 
teliti kembali dalam proses pcmbuatan konsep 
perundang-undangan dcngan semakin berkembang 
pesamya kcjahatan yang dipengaruhi olch 
perkembangan 2aman dan teknologi. 
D . Kesimpulan dan Saran 
1. Kesimpulan 
Kebijakan hukum terhadap pelaku 
tindak pidana narkotika mcnurut ketentuan 
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, 
1. Jenis Perbuatan yang dikualjfikasikan 
sebagai tindak pidana narkotika mcliputi: 
a. Tindak Pidana Narkotika Yang 
Berkaitan Dengan Nafkotika Golongan 
1 
b. Tindak Pidana Narkot ika Yang 
Berkaitan Dengan I l m u Pcngetahuan 
c. Tindak Pidana Narkot ika Yang 
Berkaitan Dcngan I l m u Pcngetahuan 
d. Tindak Pidana Narkotika Yang 
Berkaitan Dengan Ekspor dan Impor 
Narkotika 
e. Tindak Pidana Narkorika Yang Berkaitan 
Dengan Penyaluran dan Peredaran 
Nai'kotika 
f. Tindak Pidana Narkodka Yang 
Berkaitan Dengan Label dan Pubbkasi 
g. Tindak Pidana Narkotika Yang 
Berkaitan Dengan Penggunaan 
Narkotika dan Rchabilita.si 
h. Tindak Pidana Yang Menyangkut Tidak 
Melaporkan Pccandu Narkotika 
i . Tindak Pidana Yang Menyangkut 
Jalannya Peradilan 
j . Tindak Pidana Yang Menyangkut 
Pcmusnahan dan Penyitaan 
k. Tindak Pidana Yang Menyangkut 
Keterangan Palsu 
1. Tindak Pidana Yang Menyangkut 
Penyimpangan Fungsi Lembaga 
m. Tindak Pidana Yang Menyangkut 
Pemanfaatan Anak di bawah Umur 
2. Jenis Sanksi yang Diterapkan Terhadap 
Pelaku Kcjahatan Narkotika 
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Undang-Undang Narkorika sistem perumusan 
jenis ancaman pidana terhadap penyalahguna 
narkotika menggunakan sistem permnusan 
mnggal yaitu pidana penjara: Sanksi pidana 
penjara tersebut dapat dikeoialikan haf^ 
penyalahguna narkotika yang mcngalami 
sindroma kctcrgantungan. 
Tindak pidana narkodka diancam dengan 
pidana yang tinggi dan berat dengan 
dimungkinkannya tcrdakwa divonis maksimal 
yakni pidana mati sclain pidana penjara 
dan pidana denda. Mengingat tindak pidana 
narkorika dan psikotropika tcrmasuk dalam 
jenis dndak pidana khusus maka ancaman 
pidana tcrhadapnya dapat dijatuhkan secara 
kumularif dengan mcnjatuhkan 2 jenis pidana 
pokok sekaiigus, misalnya pidana f>cnjara dan 
pidana dcnda atau pidana mati dan pidana 
denda. 
Bentuk Perubahan mendasar J '^g coba 
penulis teliti dan kritisj pada Undang-Undang 
No. 35 Tahun 2009, antara lain : 
1. Mengenai kerancuan dcfinisi yang 
mengakibatkan tidak adanya jaminan 
kcpastian dan pcrlindungan hukum ba^ 
pecandu ataupun pcn^una 
narkorika-dalani Undang-Undang 
Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, 
terdapat bcrbagai dcfinisi yang cukup 
mcnimbulkan kerancuan dalam 
hubungannya dengan persoalan 
penyalahgunaan narkotika terdapat 
minimal riga dcfinisi. 
a. dcfinisi dari Pasal 1 angka (13) 
yang menyebutkan bahwa pccandu 
narkotika adalah orang yang 
menggunakan atau menyalah-
gunakan narkotika dan dalam 
keadaan kctcrganrntigan pada 
narkotika, baik sccara fisik maupun 
psikis. 
b . dcfinisi yang terdapat pada Pasal 1 
angka (15) yang menyebutkan 
bahwa penyalah guna adalali 
seseorang yang mcnggunakan 
narkotika tanpa hak atau melawan 
hukum. 
c penjelasan Pasal 54 ya^ig 
menyebutkan bahwa korban 
penyalahgunaan narkotika adalah 
seseorang yang tidak sengaja 
mcnggunakan narkotika karena 
dibujukjdiperdaya, ditipu, dipaksa, 
dan/atau diancam untuk 
mcnggunakan narkotika. 
Kerancuan terjadi di dalam Pasal 1 angka 
13 dan 15, dalam undang-undang ini pecandu 
narkotika dapat menjadi penyalah guna dan 
pengguna narkorika dcngan bcrbagai faktor 
bcrpotcnsi sangat besar menjadi penyalah guna juga. 
Padahal dua dcfinisi ini mempunyai konsekuensi 
yang bcrbeda, yaim yang pertama adalah rehabiUtasi, 
dcfinisi yang lain adalah pemidanaan penjara 
walaupun dalam kasus penyalahgunaan hak..., 
Hakim bcrkcwajiban unruk mcmpcrtimbang-kan 
mengenai kemimgkinan rehabilitasL Kerancuan ini, 
pada praktiknya pasti akan mcnyulitkan pihak 
penegak hukiun, tcrutama kepolisian dan kejaksaan. 
Kerancuan dcfinisi ini membuat kcpastian hukum 
bagi pccandu dan penyalah guna menjadi kurang 
tcrjamin, manakala penegak hukum mcncrapkan 
pasal pcmidanaan tunggaJ yaitu PasaJ 112 tcntang 
Kcpemilikan dan Pcnguasaan Narkotika Tanpa Hak 
atau Mclawan Hukum. Padahal pada praktiknya, 
besar kcmungkinan penyalah guna bahkan pccandu 
memiliki atau pun mcnguasai narkotika tanpa hak 
dan/atau melawan hukum. Dengan dcmikian, maka 
undang-xmdang ini cukup membingungkan, dimana 
di satu sisi penyalah guna dan pecandu mcmpunyai 
hak untuk layanan kesehatan dan sosial melalui 
proses rehabilitasi, yang sudah.,., akan ditentukan 
oleh Hakim kemudian. Namun.di pihak lain mcreka 
bcrpotcnsi sangat besar untuk dipidana dan 
kehilangan hak atas layanan rehabilitasi tersebut. 
Sccara jclas, dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 
127 mcngatur bahwa Hakim wajib memperhatikan 
ketenman tentang rehabilitasi sesuai dengan Pas^ 
54,Pasal 55, dan Pasal 103 bagi penyalah guna. Hal 
ini bcrarti nuansa dari hak atas kesehatan, layanan 
kesehatan, cukup diperhatikan mclalui undang-
undang ini, dan berbeda dengan PasaJ 112 Undang-
Undang Narkotika yang mcngatur tcntang otang 
yang tanpa hak dan mclawan hukum memiliki, 
mcnyimpan, dan menguasai penycdiaan narkotika 
yang menurup kcmungkinan para p)cngguna atau 
pccandu )'ang dianggap melan^ar Pasal 112, 
mengakscs program layanan rehabilitasi. Namun 
dalam praktiknya, dari bcrbagai literatur dan dalam 
bcrbagai pcnclitian yang tclah dilakukan, banyak 
penegak hukimi mcn^nnakan kcdua pasal ini di 
dalam berkas pemcriksaan sccara bersamaan. Pasal 
112 ini juga m.enjadi pasal yang banyak digunakan 
bagi siapa saja, yaitu bagi pccandu, penyalah guna, 
ataupun pengedar, scrta produsen narkotika. Hal ini 
mcnimbulkan kerancuan dalam penegakan hukxim 
dan mcmbuat kedudukan antara pecandu dan 
pengguna narkorika, korban penyalahgunaan 
narkotika, dcngaJi produsen dan pengedar adalah 
sama, padahal tindakan dan akibat kejabatan yang 
dilakukannya sangat bcrbeda. Dalam Pasal 112, 
terdapat sanksi pidana yang cukup tin^ dan denda 
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rang sangat mahal, cukup anch jika sanksi pidana 
yang tinggi scna dcnda yang sangat mahal 
dijamhkan kcpada pccandu atau penyalah guna. Hal 
ini mcnimbulkan kerancuan dalam penegakan 
hukum dan mcmbuat kedudukan antara pecandu 
dan pengguna narkotika, korban penyalahgunaan 
narkodka, dcngan produsen dan pengedar adalah 
sama, padahal tindakan dan akibat kcjahatan yang 
dilakukannya sangat berbeda. Dalam Pasal 112, 
terdapat sanksi pidana yang cukup t i n ^ dan dcnda 
yang sangat mahal, cuki^ anch jika sanksi pidana 
yang tinggi scrta denda yang sangat mahal 
dijatuhkan kepada pecandu atau penyalah guna. 
Penyalah guna ataupun pecandu kebanyakan berasal 
dari kalangan usia produktif, namun secara ckonomi 
tidak memiliki akses ckonomi yang cukup signifikan. 
Dcngan dcmikian, mclihat dcfinisi dan sanksi bagi 
pengguna narkotika tanpa hak atau mclawan 
3. selain lembaga pcmasyarakaian tcrscbut hanya 
dihuni khusus oleh narapidana narkotika juga 
sekaiigus diiengkapi dcngan sarana untuk 
mclakukan rehabilitasi bagi penyalahguna 
narkorika. 
4, Dalam penerapan sanksi hukum rindak 
pidana Narkotika penulis mencoba 
mcrarivikasi atau memberi masukan 
khususnya dalam Kerancuan tcrjadi di dalam 
Pasal 1 angka 13 dan 15, dalam undang-
undang ini pccandu narkotika dapat menjadi 
penyalah guna dan pengguna narkorika 
dengan bcrbagai faktor bcrpotcnsi sangat 
besar menjadi penyabh guna juga. Padahal 
dua dcfinisi ini mempunyai konsekuensi yang 
bcrbeda, yaitu yang pertama adalah 
rehabUitasi, dcfinisi yang lain adalah 
pemidanaan penjara walaupun dalam kasus 
penyalahgunaan hak.... Hakim bcrkcwajiban 
untuk mcmpertimbang-kan mengenai 
kcmungkinan rehabilitasi, Kcrancu.Tn i n i , 
pada praktiknya pasti akan mcnyulitkan pihak 
penegak hukum, tcrutama kepolisian dan 
kejaksaan. Kerancuan definist i n i mcmbuat 
"^ ^ kcpastian hukum bagi pccandu dan penyalah 
guna menjadi kurang terjamin, manakala 
penegak hukum mcncrapkan pasal 
hukum, ada baiknya ditujukan kepada pengedar atau 
produsen, walaupun dalam bcrbagai kasus ada juga 
pengedar dan produsen yang mcngcdarkan 
narkorika. 
2. Saran 
1. Kebijakan sanksi pidana di masa dcpan hams 
ditf^skan bahwa penyalahguna narkotika bagi 
diri sendiri dapat dipandang sebagai pdaku 
knminid yang pantas dijatuhi pidana sekaiigus 
korixin (victha) yang harus mendapat pcrlindungan 
Kebijakan ini harus didukung dengan upaya 
untuk segera mendirikan lembaga 
pemasyarakatan Idiusus narkotika di beberapa 
Ti'ilayah Indonesia. 
2. Penyalahgunaan narkotika seharusnya: tidak 
berada dalam satu lembaga pemasyarakatan 
dcngan pdaku kriminal Iainnya. Diharapkan 
pemidanaan tunggal yaitu Pasal 112 tcntang 
Kcpemilikan dan Pcnguasaan Narkotika 
Tanpa Hak atau Mclawan Hukum. Padahal 
pada praktiknya, besar kcmungkinan penyalah 
guna bahkan pccandu memiliki atau pun 
menguasai narkotika tanpa hak dan/atau 
melawan hukum 
5. Untuk melindungi kcpcntingan negara 
dan masyarakat dari bahaya Narkotika, 
Pidana Mati masih relevan di terapkan unmk 
kcjahatan Narkotika karena dampak dari 
kcjahatan ini sangat luar biasa yang bisa 
mcrusak fisik dan mental gcnerasi muda yang 
mempakan tunas bangsa schingga bisa 
mengancam kctahanan Nasional Bangsa 
Indonesia. Dengan dcmikian, kebijakan 
Formulasi Pidana Mati Narkotika ke dcpan 
harus sesuai dengan Pancasiia sebagai 
landasan filosofis yang sesuai dcngan 
Kcpribadian Bangsa. Meskipun hukuman 
man dapat diterapkan dimasa yang akan 
datang, akan tetapi pemerintah harus lebih 
teliti dalam pcmbuatan undang-undang dan 
penerapan pasal yang akan diterapkan yang 
sesuai dengan perkembangan zaman dan 
teknologi. sesuai intcsitas kcjahatan yang 
semakin berkembang pesat. 
*) Doscn tetap Program Studi Emu Hukum Univcrsitas Muhammadiyah Sukabumi 
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